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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
(2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Menteri mengatur ketentuan mengenai baku
mutu emisi;

b. bahwa usaha dan/atau kegiatan pertambangan
berpotensi menimbulkan pencemaran udara oleh
karena itu perlu dilakukan pemantauan terhadap
emisi gas yang di buang ke udara;

c. bahwa ketentuan mengenai baku mutu emisi untuk
usaha dan/atau kegiatan pertambangan yang
mengacu pada emisi untuk kegiatan lain sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V-A dan Lampiran V-B
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:
KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi
Sumber Tidak Bergerak dipandang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan teknologi dan perlu dilakukan
penyempurnaan;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
Pertambangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pemantauan Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan Tugas, Fungsi dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

2. Proses pengolahan adalah kegiatan pengolahan bahan tambang yang
menghasilkan emisi dari proses pengeringan, kalsinasi, peleburan,
pemurnian, dan/atau tanur tiup.
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3. Pengoperasian mesin penunjang produksi adalah proses kegiatan yang
menghasilkan emisi dari penggunaan genset, ketel uap dan/atau
pembangkitan listrik tenaga uap.

4. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari
suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara
ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai
unsur pencemar.

5. Emisi Fugitif adalah emisi yang secara teknis tidak melewati cerobong,
ventilasi atau sistem pembuangan emisi yang setara.

6. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat,
energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan
manusia, sehingga melampaui Baku Mutu Emisi yang telah
ditetapkan.

7. Baku Mutu Emisi adalah batas kadar paling tinggi dan/atau beban
emisi paling tinggi yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke
dalam udara ambien.

8. Kondisi Darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara
cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses
yang di luar kondisi normal dan tidak normal atau karena alasan
keselamatan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan batasan baku mutu
emisi dan kewajiban melakukan pemantauan emisi sumber tidak bergerak
kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan.

Pasal 3

(1) Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan
untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu emisi.

(2) Pemantauan sumber emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap sumber emisi pada:

a. proses pengolahan; dan

b. pengoperasian mesin penunjang produksi.

Pasal 4

Jenis usaha dan/atau kegiatan pertambangan yang diatur dalam
Peraturan Menteri ini meliputi:

a. bijih nikel;

b. bijih bauksit;

www.peraturan.go.id



2014, No.1535 4

c. bijih timah;

d. bijih besi;

e. bijih mineral lainnya; dan

f. batubara.

Pasal 5

Kecuali proses pengolahan usaha dan/atau kegiatan pertambangan
batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, pemenuhan baku
mutu emisi untuk proses pengolahan dilakukan dengan ketentuan:

a. proses pengolahan bijih nikel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a yang menggunakan pirometalurgi dan menghasilkan produk
berupa sulfida nikel, nikel besi, paduan besi dan nikel, dan besi kasar
wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

b. proses pengolahan bijih bauksit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;

c. proses pengolahan bijih timah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
huruf c wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;

d. proses pengolahan bijih besi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf d wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini;

e. pengolahan bijih mineral lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 huruf e wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini;

Pasal 6

Pengoperasian mesin penunjang produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b untuk usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Baku mutu emisi pengolahan biji mineral lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf e, dikecualikan terhadap parameter:

a. Sulfur Dioksida (SO2) jika pembakarannya dilakukan pada tungku
pembakaran menggunakan energi kurang dari 25 MW (dua puluh lima
Mega Watt) atau satuan lain yang setara dan menggunakan bahan
bakar gas dengan kandungan sulfur kurang dari atau sama dengan
0,5% (nol koma lima persen) berat; dan/atau
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b. Total Partikulat jika pembakarannya dilakukan pada tungku
pembakaran menggunakan energi kurang dari 25 MW (dua puluh lima
Mega Watt) atau satuan lain yang setara dan menggunakan bahan
bakar gas.

Pasal 8

(1) Baku mutu emisi dari pengoperasian mesin penunjang produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikecualikan terhadap sumber
emisi dari:

a. hasil pembakaran untuk uji laboratorium;

b. Genset;

c. ketel uap; dan

d. pembangkit listrik tenaga uap.

(2) Sumber emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
memenuhi kriteria:

a. mempunyai kapasitas di bawah 100 HP (seratus horse power);

b. beroperasi secara kumulatif kurang dari 1000 (seribu) jam per
tahun;

c. digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan
dan/atau kegiatan pemeliharaan yang secara kumulatif
berlangsung selama kurang dari atau sama dengan 200 (dua
ratus) jam per tahun; dan/atau

d. digunakan untuk menggerakkan derek dan peralatan las.

(3) Ketentuan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 9

Pemantauan sumber emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dilakukan dengan tahapan:

a. menyusun rencana pemantauan emisi;

b. memantau emisi;

c. menghitung beban emisi; dan

d. menyusun laporan pemantauan sumber emisi tidak bergerak.

Pasal 10

Rencana pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
paling sedikit terdiri dari:

a. penetapan penanggung jawab kegiatan;

b. pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan
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prasarana pemantauan emisi sumber tidak bergerak;

c. identifikasi, penamaan dan pengkodean seluruh sumber emisi;

Pasal 11

(1) Identifikasi, penamaan dan pengkodean seluruh sumber emisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling sedikit berisi:

a. sumber emisi utama;

b. emisi Fugitif;

c. proses yang menyebabkan terjadinya emisi;

d. titik koordinat, dan parameter utama yang dihasilkan dari
sumber emisi;

e. pencatatan data aktivitas, faktor emisi, faktor oksidasi dan
konversi emisi; dan

f. pemilihan metodologi yang digunakan untuk menghitung beban
emisi.

(2) Parameter utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:

a. Sulfur Dioksida (SO2);

b. Nitrogen Oksida (NOx);

c. Opasitas;

d. Oksigen (O2);

e. Karbon Monoksida (CO);

f. Karbon Dioksida (CO2); dan

g. Total Partikulat.

(3) Tata cara identifikasi, penamaan dan pengkodean sumber emisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Terhadap sumber emisi yang diidentifikasi, dinamai dan diberikan
kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pemantauan
emisi dan penghitungan beban emisi.

(2) Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:

a. terus-menerus;

b. manual; atau

c. penghitungan neraca massa.
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Pasal 13

(1) Pemantauan emisi dengan cara terus-menerus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a wajib dilakukan
menggunakan sistem pemantauan emisi secara terus-menerus (CEMS)
untuk:

a. proses pengolahan, jika energi yang digunakan lebih besar sama
dengan 25 MW (dua puluh lima Mega Watt) pembangkit energi;
dan

b. pengoperasian mesin penunjang produksi, jika kapasitas
desainnya:

1) lebih besar sama dengan dari 25 MW (dua puluh lima Mega
Watt); atau

2) kurang dari 25 MW (dua puluh lima Mega Watt) dengan
kandungan sulfur dalam bahan bakar lebih dari 2% (dua
persen) dan beroperasi secara terus-menerus.

(2) Terhadap proses pengolahan dan pengoperasian mesin penunjang
produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki lebih
dari satu sumber emisi, pemantauan dengan menggunakan sistem
pemantauan emisi secara terus-menerus (CEMS) dilakukan pada
sumber emisi dengan beban emisi paling tinggi.

Pasal 14

(1) Hasil pemantauan emisi dengan cara terus-menerus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 memenuhi baku mutu emisi apabila data
rata-rata harian pemantauan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
memenuhi baku mutu emisi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri ini.

(2) Dalam hal terjadi kondisi tidak normal, hasil pemantauan emisi
dengan cara terus-menerus dapat melebihi baku mutu emisi paling
banyak 5% (lima persen) dari data rata-rata harian pemantauan
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3) Kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diakibatkan antara lain dari adanya:

a. penghentian sementara dan penyalaan kembali operasi produksi;

b. kalibrasi peralatan; dan/atau

c. kondisi lain yang menyebabkan sistem pemantauan emisi terus-
menerus tidak dapat digunakan secara optimal.
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Pasal 15

(1) Pemantauan emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf b wajib dilakukan terhadap sumber emisi
pada:

a. proses pengolahan yang tidak termasuk dalam ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;

b. pengoperasian mesin penunjang produksi selain yang dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b; dan

c. proses pengolahan dan pengoperasian mesin penunjang produksi
yang memiliki lebih dari satu sumber emisi dan bukan sebagai
sumber emisi dengan beban emisi tertinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(2) Pemantauan emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit:

a. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan terhadap proses pengolahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terhadap pengoperasian mesin
penunjang produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan kapasitas desain lebih kecil atau sama dengan 570 kW
(lima ratus tujuh puluh Kilo Watt) atau satuan lain yang setara;

c. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap kegiatan penunjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kapasitas
desain 570 kW (lima ratus tujuh puluh Kilo Watt) sampai dengan
3 MW (tiga Mega Watt) atau satuan lain yang setara; dan

d. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan terhadap kegiatan penunjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kapasitas
desain lebih besar dari 3 MW (tiga Mega Watt) atau satuan lain
yang setara.

Pasal 16

(1) Dalam hal sistem pemantauan emisi dengan cara terus-menerus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengalami kerusakan
dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan emisi dengan cara
manual.

(2) Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
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Pasal 17

(1) Pemantauan emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dan Pasal 16 wajib dilakukan oleh laboratorium
terakreditasi.

(2) Dalam hal tidak terdapat laboratorium terakreditasi di wilayah
provinsi tempat usaha dan/kegiatan dilakukan, pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh
laboratorium rujukan yang ditunjuk oleh gubernur.

(3) Hasil pemantauan emisi dengan cara manual memenuhi baku mutu
emisi jika hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) memenuhi baku mutu emisi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Pemantauan emisi dengan cara penghitungan neraca massa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan
terhadap parameter Sulfur Dioksida (SO2) pada usaha dan/atau
kegiatan pengolahan nikel mate.

(2) Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(3) Pemantauan emisi dengan cara penghitungan neraca massa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk
teknis operasional penghitungan neraca massa yang wajib disusun
dan disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Menteri
ini berlaku.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dilakukan audit oleh auditor lingkungan hidup.

(5) Tata cara audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
mengenai Audit Lingkungan Hidup.

(6) Hasil pemantauan emisi dengan cara penghitungan neraca massa
memenuhi baku mutu emisi dalam Peraturan Menteri ini jika hasil
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan cara
penghitungan neraca massa dilakukan sesuai:

a. pilihan metodologi penghitungan beban emisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f; dan

b. petunjuk teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

massa ...
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Pasal 19

(1) Terhadap hasil pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 harus dilakukan penghitungan
beban emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.

(2) Hasil pemantauan emisi dengan cara terus-menerus dapat digunakan
untuk menghitung beban emisi jika hasil pemantauannya memenuhi
ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1).

(3) Hasil pemantauan emisi dengan cara manual dapat digunakan untuk
menghitung beban emisi jika hasil pemantauannya memenuhi
ketentuan dalam Pasal 17.

(4) Hasil pemantauan emisi dengan cara penghitungan neraca massa
dapat digunakan untuk menghitung beban emisi jika hasil
pemantauannya memenuhi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6).

(5) Penghitungan beban emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. mengalikan konsentrasi dengan laju alir dan jam operasi untuk
pemantauan emisi dengan cara terus-menerus dan/atau manual;
atau

b. membandingkan jumlah penggunaan sulfur dalam proses
pengolahan dan pengoperasian mesin penunjang produksi dengan
jumlah sulfur yang terdapat dalam produk dan limbah per ton
produksi sulfida nikel untuk pemantauan emisi dengan cara
penghitungan neraca massa.

(6) Tata cara penghitungan beban emisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Laporan pemantauan sumber emisi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf d paling sedikit memuat:

a. Perencanaan pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dan Pasal 11;

b. Hasil pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
sampai dengan Pasal 18; dan

c. Hasil penghitungan beban emisi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit:

a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk perencanaan
pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk hasil pemantauan dengan
cara terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
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c. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk hasil pemantauan emisi
dengan cara manual terhadap kegiatan pengolahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;

d. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk hasil pemantauan emisi
dengan cara manual terhadap kegiatan penunjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b;

e. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk hasil pemantauan emisi
dengan cara manual terhadap kegiatan penunjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

f. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk hasil pemantauan emisi
dengan cara manual terhadap kegiatan penunjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d;

g. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk hasil pemantauan emisi
dengan cara manual dalam hal pemantauan dengan cara terus
menerus tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19; atau

h. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk pemantauan secara
perhitungan neraca massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan
kepada Menteri dengan tembusan kepada:

a. gubernur;

b. bupati/walikota; dan

c. instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang pertambangan.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri
ini.

Pasal 21

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 13,
Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 20, penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan wajib melakukan:

a. pengelolaan data dan informasi pemantauan emisi;

b. penanggulangan kedaruratan pencemaran udara emisi sumber tidak
bergerak; dan

c. pemantauan emisi yang memperhatikan aspek kesehatan dan
keselamatan kerja.
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Pasal 22

(1) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf a dilakukan antara lain melalui kegiatan penyusunan,
pencatatan, penyimpanan, dan penjaminan mutu data dan informasi
pemantauan emisi.

(2) Data dan infomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pemantauan emisi dengan cara terus menerus paling sedikit berupa:

a. catatan aktifitas kalibrasi, perbaikan, pemeliharaan, serta
penyesuaian yang dilakukan termasuk rekaman digital dan/atau
rekaman grafik;

b. petunjuk operasional pemantauan dan data dari hasil sistem
pemantauan emisi secara terus-menerus;

c. catatan kejadian kondisi tidak normal, tanggal mulai kejadian,
nama fasilitas atau unit, penyebab kejadian, keluhan masyarakat
dan upaya penanganan yang dilakukan dalam jangka waktu 3 x
24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kondisi
tidak normal

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pemantauan emisi dengan cara manual paling sedikit berupa:

a. jam operasi produksi, kandungan parameter utama dalam bahan
bakar dan jumlah bahan bakar yang gunakan, jadwal
pemeliharaan;

b. nama laboratorium, tanggal pengambilan sampel, nama petugas
pengambil sampel, tanggal analisis uji sampel dilakukan, metode
analisis sampel, dan hasil analisa laboratorium; dan

c. kejadian kondisi tidak normal, tanggal mulai kejadian, nama
fasilitas atau unit, penyebab kejadian, keluhan masyarakat dan
upaya penanganan yang dilakukan dalam jangka waktu 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kondisi tidak
normal.

(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
wajib disimpan paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak data dan
informasi dihasilkan.

Pasal 23

(1) Dalam melakukan penanggulangan kedaruratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan harus:

a. memiliki struktur organisasi dan mekanisme penanganan kondisi
darurat;
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b. memiliki prosedur untuk menganalisa risiko dan respon terhadap
keadaan darurat;

c. memiliki rencana, program, prosedur tanggap darurat, pelatihan,
evaluasi, dan penyempurnaan rencana tanggap darurat;

d. memiliki peralatan dan sistem komunikasi penanganan kondisi
darurat; dan

e. melaksanakan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan termasuk kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta
pemulihan prasarana dan sarana.

(2) Apabila terjadi keadaan darurat, penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan
terjadinya keadaan darurat kepada Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota, sesuai kewenangannya dalam bentuk:

a. laporan tertulis pendahuluan paling lama 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam; dan

b. laporan tertulis secara lengkap paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak terjadinya kondisi darurat.

(3) Tata cara pelaporan kondisi darurat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 25

Bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a dan huruf c yang:

a. telah beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini,
berlaku baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
bagian A dan Lampiran III bagian A, dan wajib memenuhi baku mutu
emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian B dan
Lampiran III bagian B paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya
peraturan Menteri ini.

b. Izin Lingkungannya telah diterbitkan dan belum beroperasi pada saat
ditetapkannya peraturan Menteri ini, berlaku baku mutu emisi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian A dan Lampiran III
bagian A, dan wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I bagian B dan Lampiran III bagian B
paling lama tanggal 1 Januari 2018;

www.peraturan.go.id



2014, No.1535 14

c. Izin Lingkungannya belum diterbitkan dan belum beroperasi pada
saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini berlaku baku mutu emisi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian B dan Lampiran III
bagian B.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, baku mutu emisi untuk
jenis kegiatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A dan
Lampiran V-B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-
13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
dinyatakan tidak berlaku terhadap usaha dan/atau kegiatan
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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